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ABSTRAK

ANDI NURUL INDAH PRATIWI (B011171012) “Pelatihan Kerja Sebagai
Pengganti Denda Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum
Dalam Perkara Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 67/Pid.Sus-
Anak/2019/PN.Mks)”. (Dibawah bimbingan Syamsuddin Muchtar selaku
Pembimbing | dan Nur Azisa selaku Pembimbing I1).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim
dalam menerapkan pidana pelatihan kerja sebagai pengganti pidana
denda dan untuk mengetahui pelaksanaan pidana pelatihan kerja bagi
anak dalam Putusan Nomor 67/Pid.Sus-Anak/2019/PN.MKks.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan
pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan kasus. Jenis dan
sumber bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan menggunakan teknik
pengumpulan studi kepustakaan dan studi dokumen. Analisis bahan
hukum yaitu Berdasarkan bahan hukum dan teknik pengumpulan bahan
hukum yang penulis gunakan akan dianalisis berdasarkan pendekatan
kasus dan pendekatan undang-undang untuk mendapatkan kesimpulan
yang nantinya mampu menjawab rumusan masalah yang ada pada
penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pertimbangan hakim
dalam menjatuhkan putusan perkara tindak pidana narkotika Putusan
Nomor 67/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mks yaitu Majelis Hakim
mempertimbangkan hal yang bersifat yuridis dan non yuridis.
Pertimbangan vyuridis berdasarkan pada faktor-faktor yang terungkap
dalam persidangan dan dalam putusan terhadap Pasal 112 ayat (1) Jo.
Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika. Sehingga Anak dalam pertanggungjawaban pidananya
berdasar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak, sedangkan pertimbangan non yuridis berdasarkan
pada akibat perbuatan terdakwa dalam hal Anak menguasai Narkotika
Golongan I. (2) Pelaksanaan pidana pelatihan kerja yang diberikan berupa
bimbingan fisik seperti olahraga, senam, pengecakan kesehatan serta
pengobatan; bimbingan keterampilan yakni, komputer, las listrik, otomotif,
tata rias, penjahitan, meubel, dan elektronik.

Kata Kunci: Pelatihan Kerja, Pengganti Denda
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ABSTRACT

ANDI NURUL INDAH PRATIWI (B011171012) “Job Training In Lieu Of
Fines For Children In Conflict With Law In Narcotics Case (Case
Study Verdict Number 67/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mks)”. (Under the
guidance of Syamsuddin Muchtar as Supervisor | and Nur Azisa as
Supervisor 1)

This research purpose are to know judge’s considerations in
implementing job training penalties as a substitute for criminal fine in the
verdict and to know implementation of job training in children in Verdict
Number 67/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mks.

This research used normative legal research method by using
statutory approach and case approach. Types and sources of legal
materials that used in this research are primary legal material and
secondary legal material, using library study collection technique and
document study. Analysis of legal materials is Based on legal materials
and legal material collection techniques that the authors use will be
analyzed based on the case approach and the legal approach to obtain
conclusions that will be able to answer the problem formulation in this
research

Research results shows that: (1) Judge’s considerations in making
the verdict on narcotics crime case Number 67/Pid.Sus-
Anak/2019/PN.Mks are the judge panel consider juridical and non-juridical
considerations. Juridical considerations based on factors that revealed in
the court and in verdict for Article 112 Paragraph (1) Jo. Article 132
Paragraph (1) Law Number 35 Year 2009 about Narcotics. So that Child in
their criminal liability based on Law Number 11 Year 2012 about Child
Criminal Justice System , and Non-Juridical considerations based on the
results of the defendant actions in this case Child in control of Narcotics
Class 1 (2) Implementation of criminal job training that being give are
physical guidance such as sports, gymnastics, health check and
treatment; Skills guidance such as, computer, electric welding, automotive,
cosmetic, sewing, furniture, and electronics.

Keywords: Job Training, In Lieu Of Fines
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BAB |

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan salah satu pihak yang rentan mengalami
obyek pelanggaran HAM, dalam kehidupan sehari-hari masih
banyak anak yang mengalami kekerasan baik yang dilakukan di
ruang lingkup keluarga, di sekolah maupun masyarakat. Untuk
melindungi anak maka anak diberikan hak konstitusional. Dalam
hal ini umat manusia berkewajiban memberikan yang paling baik
untuk anak-anak.' Di Indonesia perlindungan terhadap anak diatur
dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan
perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Undang-undang Perlindungan Anak.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman
atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintetis yang
menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa,
mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat
menimbulkan ketergantungan.? Undang-undang Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika yang telah mengatur tentang ketentuan

pidana bagi siapa saja yang dapat dikenakan pidana beserta denda

! Abu Huraerah, 2012, Kekerasan Terhadap Anak, Nuansa, Bandung, him. 11
% Hari Sasangka, 2003, Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana, Mandar Maju,
Bandung, him. 25



yang harus ditanggung oleh penyalahgunaan narkotika atau dapat
disebut sebagai pelaku narkotika. Penyalahgunanaan narkotika
tidak lagi memandang usia, mulai dari Anak, remaja, orang dewasa
hingga orang tua sekalipun tidak lepas dari jeratan penyalahgunaan

narkotika.

Tindak pidana terhadap anak belum dapat dikatakan
sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang akibatnya dari
kondisi psikologis anak itu sendiri. Anak yang berkonflik dengan
hukum khusunya terkait dengan narkotika, maka anak akan tetap
diproses secara hukum dan apabila anak tersebut terbukti dalam
proses pemeriksaan sebagai korban penyalahgunaan narkotika,

maka anak wajib menjalani rehabilitas.

Anak pelaku “kejahatan” dalam Undang-undang Nomor 11
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, diistilahkan sebagai
anak yang berkonflik dengan hukum, pernyataan ini tercantum
dalam Pasal 1 angka 2 yang menyatakan bahwa “Anak yang
Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah anak yang berkonflik
dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak
yang menjadi saksi tindak pidana”. Anak Berhadapan dengan
Hukum (ABH) baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi
seharusnya bukanlah sosok yang harus diabaikan apalagi dihukum
dalam tatanan sosial kemasyarakatan, ABH merupakan bagian dari

generasi yang akan menjalankan pergerakan kehidupan bangsa.



Berdasarkan data yang diperoleh dari Sistem Informasi
Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Makassar Kelas |
A, tindak pidana anak berhadapan dengan hukum sepanjang tahun
2020 sebanyak 54 perkara, 14 diantaranya merupakan anak
berhadapan dengan hukum khusus narkotika. Undang-undang
Sistem Peradilan Anak Nomor 11 Tahun 2012 lebih menekankan
pada perbaikan pada anak pelaku tindak pidana. Sanksi tindakan
dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11

Tahun 2012 diatur dalam Pasal 82 sebagai berikut:

Pengembalian kepada orang tua/Wali;

Penyerahan kepada seseorang;

Perawatan di rumah sakit jiwa;

Perawatan di LPKS;

Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau
pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan
swasta;

f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau

g. Perbaikan akibat tindak pidana.

o0 T

Sanksi Pidana diatur dalam Pasal 71 Undang-undang

Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu:

(1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

a. Pidana peringatan;

b. Pidana dengan syarat:
1) Pembinaan di luar lembaga;
2) Pelayanan masyarakat; atau
3) Pengawasan

c. Pelatihan kerja;

d. Pembinaan dalam lembaga; dan

e. Penjara.

(2) Pidana tambahan terdiri atas:
a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak
pidana; atau



b. Pemenuhan kewajiban adat.

(3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa
penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja

(4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat
dan martabat Anak

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara
pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah

Pelatihan kerja merupakan salah satu pidana yang diatur
dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang
dimana pelatihan kerja merupakan pidana pengganti denda yang
dikenakan kepada anak pelaku tindak pidana. Pidana pokok
pelatihan kerja ini merupakan pidana pengganti denda sesuai
dengan ketentuan Pasal 71 (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun
2012 yang menyatakan bahwa : Apabila dalam hukum materil
diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda
diganti dengan pelatihan kerja. Dalam Pasal 78 ayat (1) Undang-
undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak menyatakan bahwa “Pidana pelatihan kerja dilaksanaan di
lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja sesuai dengan usia

anak”.

Salah satu bentuk adanya pengganti sanksi pidana denda
menjadi pelatihan kerja yang juga merupakan studi kasus dari
penelitian ini ialah, laporan Tindak Pidana Narkotika yaitu diduga

secara tanpa hak dan melawan hukum permufakatan



membeli/menerima atau menjadi perantara dalam jual beli dan
memiliki, menyimpan, menguasai/menyediakan Narkotika
Golongan | jenis shabu-shabu bukan tanaman, yang dilakukan oleh
tersangka Alif alias Muh. Alif Syahril. Kasus ini bermula dari SKY
alias Andi Edi Suprianto memberikan secara gratis sebanyak 3
(tiga) kali isap shabu-shabu kepada Alif. Lebih lanjut SKY
menyuruh Alif untuk menjual berupa pembungkus rokok sampoerna
kecil yang isinya 21 (dua puluh satu) sachet shabu-shabu dengan
iming-iming jika nanti orang yang bdatang membeli yakni
Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) persachet dan Alif
akan diberikan untung sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
perbungkus jika laku semua. Kemudian anak tersebut mengambil
pembungkus rokok sampoerna kecil isi 20 (dua puluh) sachet
karena satu sachet sudah laku dijual oleh anak. Beberapa saat
kemudian Alif yang sedang duduk santai tertangkap tangan oleh
anggota kepolisian yaitu Bripka Ashadi dan Briptu Paramudya yang
dimana saat itu Alif sedang menyembunyikan shabu-shabu 20 (dua
puluh) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat awal :
1,1427 gram dan berat akhir : 0,8347 gram dengan cara diselipkan
dibagian bawah depan tempat duduk Alif. Shabu tersebut positifnya
mengandung methamfetamina terdaftar dalam Golongan | Nomor
urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu, telah terjadi Tindak



Pidana Narkotika dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum menjerat
Alif dengan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1)
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 2 (dua)
tahun dan 10 (sepuluh) bulan di LPKA dan pelatihan kerja selama 4

(empat) bulan di LPKS.

Alasan penulis memilih topik mengenai “Pelatihan kerja
sebagai pengganti denda terhadap anak yang berkonflik dengan
hukum dalam perkara narkotika” adalah karena penyalahgunaan
narkotika terhadap anak sudah sangat meresahkan masyarakat
dan juga anak merupakan generasi penerus bangsa sehingga perlu
adanya perlindungan dan pengawasan serta perlu adanya
pertimbangan aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum
jangan sampai tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut

mengakibatkan hilangnya masa depan.

Berdasarkan urairan tersebut di atas, maka penulis merasa
tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pelatihan kerja
sebagai pengganti denda terhadap anak berhadap hukum dalam
perkara narkotika (Studi kasus nomor : 67/Pid.Sus-

Anak/2019/PN.Mks)



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan pada
bagian latar belakang, maka masalah yang akan menjadi fokus

pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim dalam Menerapkan Pidana
Pelatihan Kerja sebagai Pengganti Denda dalam Putusan Nomor
67/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mks ?

2. Bagaimanakah Pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja Bagi Anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus pada penelitian ini, maka yang menjadi

tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam
menerapkan pidana pelatihan kerja sebagai pengganti pidana
denda dalam putusan .

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pidana

pelatihan kerja bagi anak.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini

adalah sebagai berikut :



1. Manfaat secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi
salah satu sumbangan pemikiran dari penulis sehingga dapat
digunakan seiring perkembangan ilmu, khususnya terkait pidana
pelatihan kerja sebagai pengganti denda terhadap anak yang
berkonflik dengan hukum dalam perkara narkotika.

2. Manfaat secara praktis, penelitian ini juga diharapkan dapat
menjadi pedoman dan bahan dalam menganalisis pidana
pelatihan kerja sebagai pidana denda terhadap anak yang

berkonflik dengan hukum dalam perkara narkotika.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran penulis terkait Pelatihan kerja
sebagai pengganti denda terhadap anak yang berkonflik dengan
hukum dalam perkara narkotika, ditemukan dua penelitian

terdahulu yang mengangkat tema yang hampir sama, yaitu :

Skripsi yang ditulis oleh Paulus Bill Regent Aritonang pada
tahun 2019 dengan judul “Pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja
sebagai Pengganti Pidana Denda Bagi Anak Binaan
Pemasyarakatan (Studi di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Kota
Palembang)”. Skripsi ini membahas bagaimana Pelaksanaan
Pidana Pelatihan Kerja sebagai Pengganti Pidana Denda Bagi
Anak Binaan Pemasyarakatan di Kota Palembang, faktor

pendorong dan faktor penghambat dalam pelaksanaan pidana



pelatihan kerja bagi anak. Hal ini berbeda dengan Penelitian yang
Penulis ajukan, penulis membahas Pidana Pelatihan Kerja sebagai
Pengganti Pidana denda terhadap anak berkonflik dengan hukum
dalam perkara narkotika, secara normatif penulis ingin mengkaji
lebih dalam bagaimana pertimbangan hakim dalam menerapkan
pidana pelatihan kerja sebagai pengganti pidana serta bagaimana

pelaksanaan pidana pelatihan kerja bagi anak.

Skripsi yang ditulis oleh Meylani Putri Utami pada tahun
2016 dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan
Narkotika sebagai Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi
kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No:
516/Pid.Sus/2015/PN.Mks)”. Skripsi ini membahas bagaimana
Pelaksanaan Tindak Pidana terhadap perkara penyalahgunaan
Narkotika, bagaimana penerepan hukum pidana materil serta
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap perkara
tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Hal ini berbeda dengan
Penelitian yang Penulis ajukan, penulis membahas Pidana
Pelatihan Kerja sebagai Pengganti Pidana denda terhadap anak
berkonflik dengan hukum dalam perkara narkotika, secara normatif
penulis ingin mengkaji lebih dalam bagaimana pertimbangan hakim
dalam menerapkan pidana pelatihan kerja sebagai pengganti
pidana serta bagaimana pelaksanaan pidana pelatihan kerja bagi

anak.



F. Metode Penelitian

Penelitian Hukum ialah suatu kegiatan ilmiah yang
didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang
bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum
tertentu dengan jalan menganalisisnya, juga diadakan pemeriksaan
yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian
mengusahakan  suatu pemecahan atas permasalahan-

permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.®
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini termasuk dalam tipe penelitian
hukum normatif yakni penelitian yang menjadikan norma-norma
hukum sebagai objek kajiannya. Unsur-unsur dari norma hukum
yang berisi nilai-nilai tentang bagaimana seharusnya manusia
bertingkah laku.® Penelitan hukum normatif (normative law
research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk
perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-undang. Pokok
kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau
kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan
perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif

berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin

3 Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Ul Press, Jakarta, him. 43
* Said Sampara, Laode Husen, 2016, Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi, KRETUPA
Print Makassar, Makassar, him. 29
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hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematik
hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah

hukum.®

2. Pendekatan Penelitian
Pada dasarnya dalam penelitian hukum terdapat beberapa
pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan
mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang
sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan
dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan Undang-
Undangan (statue approach)® yaitu menelaah segala regulasi dan
Undang-undang yang bersangkutan dengan penelitian ini,
kemudian menggunakan Pendekatan Kasus (Case Approach)
artinya penulis menganalisis dan mempelajari kasus yang telah
menjadi putusan, berkekuatan hukum tetap yang berkaitan
dengan penelitian ini.
3. Bahan Hukum
Adapun bahan hukum yang digunakan dalam Penelitian ini ialah :

- Bahan Hukum Primer

® Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti,
Bandung, him. 52
® peter Mahmud Marzuki, 2008, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, him. 29
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Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan,
catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan

perundang-undangan, maupun putusan hakim (yurisprudensi).’

Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan untuk
penelitian kali ini ialah Kitab Undang-undang Hukum Pidana
(KUHP), Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika, serta Putusan Pengadilan Negeri Makassar

Nomor 67/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mks

- Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam
penelitian ini terdiri dari buku-buku, jurnal/artikel yang memuat
materi yang relevan dengan penelitian ini serta pendapat para
ahli.
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum
- Bahan Hukum Primer
Pengumpulan bahan hukum Primer dilakukan penulis melalui
pendekatan Undang-undang, baik dalam Kitab Undang-
undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 11

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, serta Undang-

" Ibid, him. 144
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undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak, serta Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang
terkait. Penulis juga melakukan Studi dokumen terhadap
Putusan Pengadilan Negeri terhadap kasus yang relevan
yakni Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.67/Pid.Sus-
Anak/2019/PN.MKks.

- Bahan Hukum Sekunder
Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan penulis
melalui studi kepustakaan terhadap buku-buku, jurnal hukum,
artikel hukum, penelitian hukum, serta literatur lainnya yang
relevan dalam penelitian penulis.

5. Analisis Bahan Hukum

Berdasar bahan hukum dan metode pengumpulan bahan hukum

yang penulis gunakan akan dianalisis berdasar pendekatan kasus

dan Undang-undang untuk mendapat kesimpulan yang nantinya

mampu menjawab rumusan masalah yang ada pada penelitian

ini.
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BAB I
TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM MENERAPKAN PIDANA PELATIHAN KERJA SEBAGAI

PENGGANTI PIDANA DENDA
A. Tindak Pidana
1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam
hukum pidana Belanda vyaitu Strafbaar Feit. Walaupun istilah ini
tersebut terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian WvS Hindia
Belanda, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud
dengan Strafbaar Feit itu. Istilah yang pernah digunakan dalam
teriemahan dari istilah strafbaar feit. “Straf diartikan sebagai pidana
atau hukum, baar diartikan sebagai dapat atau boleh dan feit diartikan
sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan”.® Tindak
pidana, menurut Simons didefinisikan sebagai suatu perbuatan
(handeling) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang,
bertentangan dengan hukum (onrechtmatig) dilakukan dengan
kesalahan (schuld) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.
Rumusan tindak pidana yang diberikan oleh Simons tersebut

dipandang oleh Jonkers dan Utrecht, meliputi :

& Adami Chazawi, 2005, Pelajaran Hukum Pidana 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,
him. 69
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1. Diancam dengan pidana oleh hukum;

2. Bertentangan dengan hukum;

3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (schuld);

4. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.®

Pengertian tindak pidana yang dirumuskan oleh Vos, apabila
dibandingkan dengan rumusan tindak pidana dari Simons, maka
rumusan Vos tersebut tidak ada sifat-sifat tindak pidana yang lain,
seperti : sifat melawan hukum, dilakukan orang dengan kesalahan, dan
orang itu mampu bertanggungjawabkan.*

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang
berasal dari bahasa Latin, yakni delictum. Dalam bahasa Jerman
disebut delict, dan dalam bahasa Belanda disebut delict. Dalam Kamus
Besar Bahasa Indonesia menggunakan istilah delik yaitu perbuatan
yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran
terhadap Undang-Undang tindak pidana.™

Hukum pidana Belanda menggunakan istilah strafbaar feit.
Hukum Pidana negara Anglo Saxon menggunakan istilah offense atau
a criminal act untuk maksud yang sama. Oleh karena itu Kitab
Undang-undang Hukum Pidana Indonesia bersumber pada WvS
Belanda, maka istilah aslinya sama vyaitu strafbaara feit. Istilah

strafbaar feit terdiri dari tiga unsur yakni straf, baar, dan feit. Straf

° Roni Wijayanto, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Mandar Maju, Bandung,
him. 160

‘% bid, him. 161

1 Teguh Prasetyo, 2011, Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta him. 47

15



berarti hukuman (pidana), baar berarti dapat (boleh), serta feit yang
berarti peristiwa (perbuatan). Tindak pidana berarti suatu perbuatan
yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.*?

Kemudian, beberapa peraturan undang-undang memakai istilah
“tindak pidana”, seperti di dalam Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, serta

undang-undang lainnya yang memakai istilah “tindak pidana”.™®

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana
Unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang,

yaitu :

1. Dari sudut pandang teoritis, yang dimaksud dengan teoritis
menurut pendapat para ahli hukum adalah yang tercermin pada
bunyi rumusannya.

2. Dari sudut undang-undang, yang dimaksud dengan sudut

undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu

12 Wirjono Prodjodikoro, 2009, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama,
Bandung, him. 59

13 Ishaq, 2014, Pengantar Hukum Indonesia (PHI), PT. RajaGrafindo Persada, Depok,
him. 136
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dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal
perarturan perundang-undangan yang ada.™
Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:*
a) Perbuatan;
b) Yang dilarang (oleh aturan hukum);
c) Ancaman pidana (yang melanggar larangan).
Dari rumusan R. Tresna, unsur-unsur tindak pidana terdiri
atas:'®
a) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
b) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
c) Diadakan tindakan penghukuman.
Dari batasan yang dibuat Jonkers (penganut paham monisme)
unsur-unsur tindak pidana adalah:*’
a) Perbuatan (yang);
b) Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
c) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang);

d) Dipertanggung jawabkan.

Sementara itu menurut Schravendijk dalam batasan yang
dibuatnya secara panjang lebar, terdapat 5 unsur-unsur tindak pidana

yaitu:*®

4 Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bag. 1, Raja Grafindo Persada,
Jakarta, him. 79

* Ipid,

' Ibid, him. 80

" Ibid, him. 81
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a) Kelakuan (orang yang);

b) Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
c) Diancam dengan hukuman;

d) Dilakukan oleh orang (yang dapat);

e) Dipersalahkan/kesalahan.
B. Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian

Narkotika bukan lagi istilah asing di telinga masyarakat
Indonesia dengan mengingat begitu banyaknya berita persoalan
narkotika baik melalui media cetak maupun elektronik yang
memberitakan penggunaan narkotika dengan berbagai kalangan dan
usia, korban berjatuhan akibat penggunanya disalahgunakan.
Narkotika atau obat bius yang bahas Inggrisnya disebut “narcotic”
adalah semua bahan obat yang mempunyai efek kerja pada umumnya

bersifat:

a) Membius (menurunkan kesadaran);
b) Merangsang (meningkatkan semangat kegiatan/aktivitas);
c) Ketagihan (ketergantungan, mengikat, dependence); dan

d) Menimbulkan daya berkhayal (halusinasi).*

18 .
Ibid,
' Mashuri Sudiro, 2000, Islam Melawan Narkotika, CV. Adipura, Yogyakarta, him. 13
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Menurut Hari Sasangka menjelaskan bahwa yang dimaksud
dengan narkotika adalah candu, ganja, cocaine, zat-zat yang bahan
mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni
morphine,heroin,codein,hashish,cocaine. Dan termasuk juga narkotika
sintesis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam

Hallucinogen, Depressant, dan Stimulant.?°

Pengertian narkotika secara farmakologis medis, menurut
Ensiklopedia VI adalah obat yang dapat menghilangkan (terutama)
rasa nyeri yang berasal dari daerah VISERAL dan dapat menimbulkan

efek stupor (bengong, masih sadar tapi harus digertak) serta adiksi.**

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika, disebutkan bahwa:

“‘Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau
bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat
menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya
rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat
menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam
golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-
Undang ini.”

2. Penggolongan Narkotika
Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika, Penggolongan Narkotika terbagi menjadi 3 (tiga) golongan,

yaitu :

%% Hari Sasangka, 2003, Op.cit, him. 33-34
?! Ibid, him. 35
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a) Narkotika Golongan | : Jenis narkotika yang hanya dapat
digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan
tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat
tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Contoh : opium, tanaman koka, kokain, tanaman ganja, heroin,
dan lain-lain.

b) Narkotika Golongan Il : Yaitu narkotika yang berkhasiat
pengobatan digunakan sebagai tujuan terakhir dan dapat
digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu
pengetahuan, Narkotika golongan Il mempunyai potensi tinggi
mengakibatkan ketergantungan.

Contoh : metadona, morfin, petidina, fentanyl, dan lain-lain.

c) Narkotika Golongan Il : Yaitu narkotika yang berkhasiat
pengobatan dan biasa digunakan dalam terapi, dan atau untuk
pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika Golongan Il
mempunyai potensi ringan menyebabkan ketergantungan.
Contoh : etilmorfina, kodeina, propiram, buprenorfina dan lain-
lain.

Berikut merupakan jenis-jenis narkotika disertai dengan

karakteristik masing-masing menurut Moh. Taufik Makarao, yaitu:*

a) Candu atau disebut juga dengan opium, Narkotika jenis candu
atau opium termasuk jenis depressants yang mempunyai
pengaruh hypnitics dan tranglizers. Depressants yaitu
merangsang sistem syaraf parasimpatis, dalam dunia
kedokteran dipakai sebagai pembunuh rasa sakit yang kuat.

b) Morphine, Narkotika jenis morphine termasuk jenis narkotika
yang membahayakan dan memiliki daya ekskalasi yang relative
cepat, dimana seseorang pecandu untuk memperoleh
rangsangan yang diingini selalu memerlukan penambahan dosis

yang lambat lau membahayakan jiwa.

%2 Moh. Taufik Makaro, 2005, Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Bogor, him. 21
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c) Heroin, berasal dari papaversomniferum dan tanaman ini juga
menghasilkan codeine, morphine, dan opium. Heroin disebut
juga dengan sebutan putau, zat ini sangat berbahaya bila
dikonsumsi kelebihan dosis bisa membuat mati seketika.

d) Cocain, berasal dari tumbuh-tumbuhan yang disebut
everythroxyloncoca, untuk memperoleh cocaine yaitu dengan
memetik daun coca lalu dikeringkan dan diolah di pabrik dengan
menggunakan bahan-bahan kimia.

e) Ganja, Berasal dari bunga-bunga dan daun-daun sejenis
tumbuhan rumput bernama cannabis sativa. Sebutan lain dari
ganja yaitu mariyuana, sejenis dengan mariyuana adalah hashis
yang dibuat dari damar tumbuhan cannabis sativa. Hashis
memiliki efek yang lebih kuat daripada ganja.

f) Narkotika sejenis atau buatan, sejenis narkotika yang dihasilkan
dengan melalui proses kimia secara farmokologi yang sering
disebut dengan istilah Napza yaitu kependekan dari Narkotika

Alkohol Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.

Awalnya penggunaan narkotika ditujukan untuk kepentingan
pengobatan dalam bidang kedokteran, kesehatan, serta berguna bagi
penelitian, perkembangan ilmu pengetahuan farmasi. Namun dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya
perkembangan teknologi obat-obatan maka jenis-jenis narkotika dapat

diolah dengan sedemikian banyaknya, serta dapat pula di
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salahgunakan fungsinya yang dimana bukan lagi kepenetingan
pengobatan, bahkan sudah mengancam kelangsungan eksistensi

generasi suatu bangsa.?®

3. Tindak Pidana Narkotika

Penyalahgunaan narkotika adalah bentuk penyimpangan, yang
dimana kata dasar dari penyalahgunaan “salah guna” artinya
melakukan sesuatu yang menyimpang atau tidak sebagaimana
mestinya. Penyalahgunaan tersebut terjadi karena adanya rasa ingin
tahu yang tinggi, yang kemudian menjadi kebiasaan dan bisa juga
dipicu oleh masalah dalam hidupnya atau bahkan lingkungan

pertemanannya yang pecandu narkoba.

Dalam Pasal 1 ayat 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan secara jelas istilah dari
penyalahgunaan, namun hanya istilah “Penyalah Guna” yang terdapat
dalam Undang-undang Narkotika ini yang artinya “orang yang
menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”. Hal
tersebut sudah sangat jelas menentang atau melanggar Undang-
undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Penyalahgunaan narkotika
dapat pula diartikan mempergunakan narkotika atau obat yang bukan
untuk tujuan pengobatan medis atau sebagaimana mestinya untuk

membantu penyembuhan dan sebagai obat terapi.

2 |bid, him. 19
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C. Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Pidana berasal dari kata straf yang sering disebut dengan istilah
hukuman yang pada dasarnya sebagai suatu penderitaan yang
sengaja dijatuhkan atau diberikan kepada seseorang yang telah
melanggar hukum atau melakukan suatu tindak pidana. Pemidanaan
adalah suatu tindakan pelaku kejahatan terhadap seseorang yang
dimana pemidanaan tersebut ditujukan bukan karena seseorang telah
berbuat kejahatan tetapi pemidanaan ditujukan agar pelaku kejahatan
tidak lagi berbuat jahat. Kata pidana disebut dengan istilah “hukum”
sedangkan pemidanaan disebut dengan “penghukuman”. Menurut
Andi Hamzah secara tegas memberi pengertian pemidanaan,
‘Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat
diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang

hukumnya (berechten).”?*

2. Tujuan dan Teori-Teori Pemidanaan
Istilah pemberian atau penjatuhan pidana biasa disebut dengan
pemidanaan yang dimana pemidanaan adalah “pemberian sanksi yang

berupa suatu penderitaan yang istimewa kepada seseorang yang

* Tolib Setiady, 2010, Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia, Alfabeta, Jakarta,
him. 21

23



nyata telah melakukan suatu perbuatan yang secara tegas dirumuskan

dan diancam pidana oleh undang-undang”.

»n 25

Pemidanaan atau penerapan sanksi pidana (straf) sering

dipandang sebagai ultimum remedium atau senjata terakhir di dalam

menanggulangi kejahatan.?® Hal tersebut tidak selalu benar dalam

ruang lingkup masyarakat untuk mencegah atau menanggulangi

kejahatan.

b)

Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikor yaitu :

Untuk menakuti-nakuti orang jangan sampai melakkan
kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (generals
preventif) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah
melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan
kejahatan lagi (speciale preventif); atau

Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan
kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya

sehingga bermanfaat bagi masyakarat.?’

Pemberian pidana tidak lepas dari persoalan dan pemikiran di

kalangan para ahli dalam hal mencari alasan-alasan seseorang yang

dapat dijatuhi pidana. Hal tersebut jika pelaku tindak pidana

dijatuhkannya hukuman berdasarkan aturan hukum pidana materil,

% Roni Wijayanto, 2012, Op.cit, him 110

2 |bid,

2 Wirjono Prodjodikoro, 1980, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, P.T Eresco,
Jakarta, him. 3
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demikian pula tidak terlepas dari teori-teori sistem pemidanaan yang
berlaku. Adapun beberapa teori-teori mengenai sistem pemidanaan
terhadap pelaku tindak pidana yaitu : Teori Absolut atau Vergeldings
Theorieen (pembalasaan), Teori Relatif atau Doel Theorieen (maksud

dan tujuan), Teori Kombinasi (gabungan), berikut penjelasannya :

1. Teori Absolut atau Vergeldings Theorieen (pembalasan)

Teori pembalasan atau juga bisa disebut dengan teori
absolut adalah dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu
sendiri, karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi
orang lain maka sipelaku kejahatan pembalasannya adalah
harus diberikan penderitaan juga.?® Kejahatan seseorang yang
dipandang sebagai penyebab timbulnya penderitaan orang lain,
maka pelaku kejahatan juga pantas mengalami penderitaan
sesuai perbuatannya. Dalam teori absolut ini ditujukan untuk
memberikan sebuah hukuman kepada pelaku pidana yang
mana nantinya akan memberikan efek jera untuk mengulangi
perbuatan pidana tersebut.

Teori absolut dibagi menjadi dua macam, yaitu:?°
a. Teori pembalasan yang objektif, berorientasi pada

pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan

masyarakat. Hal tersebut pelaku pidana dibalas dengan

8 Leden Marpaung, 2012, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, him.
105
# Erdianto Efendi, 2011, Hukum Pidana Indonesia, Refika Aditama, Bandung, him. 142
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pidana yang berupa suatu bencana atau kerugian yang

seimbang yang diakibatkan oleh pelaku pidana.

b. Teori pembalasan subjektif, berorientasi pada pelaku pidana.
Maksud dari teori tersebut ialah kesalahan si pelaku
kejahatan yang harus mendapat balasan dan apabila
kerugian atau kesengsaraan disebabkan oleh kesalahan
yang ringan, maka pelaku kejahatan sudah seharusnya
dijatuhi pidana yang ringan.

2. Teori Relatif atau Doel Theorieen (maksud dan tujuan)

Pemidanaan menurut teori relatif atau doel theorieen adalah
bukan ditujukan sebagai pembalasan seperti teori absolut,
melainkan untuk mencapai suatu tujuan atau maksud dari
pemidanaan, sehingga teori tersebut dikenal sebagai teori
tujuan.® Teori relatif atau doel theorien bukan pembalasan dari
dasar hukum pemidanaan, melainkan tujuan dari pidana itu
sendiri.

Muladi dan Barda Nawawi Arief memberikan pendapat lebih
jelas mengenai teori relatif atau doel theorieen ini, sebagai
berikut :

‘Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau

pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak

pidana tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang

% Roni Wijayanto, 2012, Op.cit, him 114
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bermanfaat, oleh karena itu teori ini sering disebut sebagai
(Utilitarian Theory) jadi dasar pembenaran adanya pidana
menurut teori ini terletak pada tujuannya, pidana dijatuhkan
bukan “quia peccatum est” (karena orang membuat kejahatan)
melainkan Ne Peccetur (supaya orang tidak melakukan
kejahatan).”!

3. Teori Kombinasi (gabungan)

Teori kombinasi atau teori gabungan ini merupakan
penggabungan antara teori pembalasan dan teori tujuan. Dasar
pemidanaan teori gabungan ini merupakan tujuan penjatuhan
pidana sebagai pembalasan yang didasarkan pada
kejahatannya. Kemudian penjatuhan pidana teori kombinasi ini
mempunyai tujuan dari pemidanaan itu sendiri.

Menurut Satochid Kartanegara terhadap teori kombinasi

atau teori gabungan menyatakan bahwa:*

“Teori ini sebagai rekasi dari teori sebelumnya yang kurang
dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan
pemidanaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari
pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu
pembalasan atau siksaan, akan tetapi disamping itu diakuinya
pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan dari pada

hukum.”

*1 Muladi dan Barda Nawawi, 1984, Op.cit, him. 16
% satochid Kartanegara, 1998, Hukum Pidana Bagian Satu, Balai Lektur Mahasiswa,
Jakarta, him 56
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3. Jenis-Jenis Pemidanaan

Pidana atau pemidanaan merupakan suatu penderitaan yang
sengaja diberikan oleh hakim kepada seseorang yang melakukan
kesalahan dan apabila seseorang terbukti melanggar delik atau
melakukan pelanggaran delik, maka orang tersebut dijatuhi pidana
sesuai jenis atau ukuran pidana yang telah ditentukan oleh undang-
undang pidana. Sanksi pidana memiliki bermacam-macam jenisnya
yang dimana Buku | dan Buku Il Pasal 10 KUHP mengenai sanksi
pidana atau jenis pemidanaan terdapat dua macam hukuman pidana,
yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.®® Kitab Undang-undang

Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 10 berbunyi:

a. Hukuman Pokok (hoofr straffen) :
1) Pidana mati
2) Pidana penjara
3) Pidana kurungan
4) Pidana denda
b. Hukuman Tambahan (bijkomende straffen):
1) Pencabutan beberapa hak yang tertentu
2) Perampasan beberapa barang yang tertentu
3) Pengumuman putusan hakim

a. Hukuman Pokok
1) Pidana Mati
Pidana mati adalah jenis pidana terberat dan ditempatkan
pada urutan pertama dari jenis pidana pokok dalam Pasal 10
KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Pelaksanaan

pidana mati dilakukan dengan cara ditembak sampai mati

B M. Najih, 2014, “Pengantar Hukum Indonesia”, Setara Press, Malang, him 177
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sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 2/PnPs/Tahun
1964. Menurut Bismar Siregar, Hamka, M Natsir, maupun Ali
Said berpendapat perlunya penerapan pidana mati dengan
alasannya

“‘Pidana mati lebih efektif daripada pidana yang lain maupun
karena mempunyai efek menakut-nakuti, lebih hemat daripada
pidana lainnya, untuk mencegah tindakan publik dalam
mengadakan pengeroyokan terhadap masyarakat, satu-satunya
pidana yang dapat ditentukan dengan pasti karena
pembunuhan yang dijatuhi pidana seumur hidup sering
mendapatkan  pengampunan, dan untuk  melindungi
perikemanusiaan”.*

Berbeda hal pendapat menurut T. Mulya Lubis, Sudarto, J.E
Sahetapy, dan VB Da Costa yang dimana pihak tidak setuju
atau tidak sependapat diterapkan pidana mati dengan
mengungapkan alasannya “Pidana mati tidaklah selalu efektif
sebagai cara untuk menakuti-nakuti penjahat, pembebanan dari
hukuman mati tidak akan selalu menimbulkan pengeroyokan,
melanggar nilai-nilai hidup manusia dan cenderung untuk

membenarkan pembunuhan, kesalahan dalam peradilan tidak

% Yesmil, et.al, 2008, Pembaharuan Hukum Pidana, Kompas Gramedia, Jakarta, him. 70
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dapat diperbaiki kembali, hanya tuhan yang berhak mencabut
nyawa manusia”.*®

Terlepas dari pendapat para ahli mengenai pihak yang
setuju pidana mati dan pihak yang tidak setuju/menolak pidana
mati, kenyataannya keberadaan pidana mati secara yuridis
formal tetap dipertahankan baik di dalam KUHP (Kitab Undang-
undang Hukum Pidana) maupun peraturan perundang-
undangan di luar KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

2) Pidana Penjara

Pidana penjara adalah salah satu jenis sanksi pidana yang
sering digunakan untuk menanggulangi masalah kejahatan dan
jenis pidana pokok berupa perampasan kemerdekaan atau
disebut bentuk pidana badan. Jenis pidana penjara lebih berat
dari pidana kurungan yang dimana seseorang terpidana pidana
penjara harus menjalani pidananya dengan jangka waktu
minimal satu hari atau maksimal seumur hidup di dalam rumah
tahanan atau biasa disebut dengan sel/bangsal.

Menurut P.A.F Lamintang, “Pidana penjara adalah suatu
pidana pembatasan kebebasan bergerak dari seorang
terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di
dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan

orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang

* Ibid, him. 72
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berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan
dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah
melanggar peraturan tersebut.”*
Pada pelaksanaannya menurut Pasal 12 ayat (1) dan ayat
(2) KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) pidana
penjara terdiri dari pidana penjara seumur hidup dan pidana
penjara selama waktu tertentu atau hanya sementara waktu.
Pidana penjara sementara waktu jangka minimal satu hari dan
maksimal 15 tahun.*’
3) Pidana Kurungan
Pidana kurungan sama halnya dengan pidana penjara yang
dimana pidana kurungan selama terpidana menjalani
hukumannya, kehilangan kemerdekaannya. Pidana kurungan
adalah jenis pokok berupa perampasan kemerdekaan atau
disebut bentuk pidana badan kedua. Menurut Pasal 18 KUHP
(Kitab Undang-undang Hukum Pidana) lamanya hukuman
kurungan berkisar paling sedikit 1 hari dan paling lama 1 tahun,
ketentuan yang dijabarkan dalam Pasal 18 KUHP (Kitab
Undang-undang Hukum Pidana) yang berbunyi :
a) Pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama
satu tahun,

b) Jika ada pidana yang disebabkan karena perbarengan
atau pengulangan atau karena ketentuan pasal 52,

®pAF. Lamintang, 1984, Hukum Penitensier Indonesia, Armico, Bandung, him. 69
%" Jan Remmelink, 2003, Hukum Pidana, Terjemahan oleh Tristam Pascal Moeliono,
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, him. 465
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pidana kurungsan dapat ditambah menjadi satu tahun
empat bulan,

c) Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu
tahun empat bulan.

Menurut P.A.F Lamintang berpendapat “pidana kurungan
hanya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi orang-orang dewasa,
dan satu-satunya jenis pidana pokok berupa pembatasan
kebebasan bergerak yang dapat dijatuhkan oleh hakim bagi
orang-orang yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran,
sebagaimana yang telah diatur di dalam Buku Il Kitab Undang-

undang Hukum Pidana”.®

4) Pidana Denda
“Pidana denda adalah jenis sanksi pidana pokok yang paling
tua, lebih tua daripada pidana penjara mungkin setua pidana
mati”**dan pada dasarnya pidana denda hanya dapat dijatuhkan
bagi orang-orang dewasa. Pidana denda ini adalah jenis pidana
denda yang dimana terpidana mewajibkan untuk membayar
sejumlah uang berdasarkan berdasarkan putusan hakim

pengadilan.

Pidana denda adalah “salah satu jenis pidana pokok yang
diancamkan dan terutama ditujukan terhadap harta kekayaan

atau harta benda dari seseorang pelaku yang dimana

® PAF. Lamintang, 1987, Hukum Pidana | Hukum Pidana Material Bagian Umum,
Binacipta, Bandung, him. 54

¥ Andi Hamzah, 2004, Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta,
him. 187
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melanggar ketentuan Undang-undang Hukum Pidana yang
berlaku.”® Pidana denda adalah merupakan salah satu jenis
pidana yang termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum
Pidana (KUHP) yang “bertujuan untuk membebani seseorang
yang melanggar ketentuan KUHP dengan membayar sejumlah
uang agar dirasakan sebagai suatu kerugian oleh pembuatnya

sendiri sehingga ketertiban di masyarakat itu pulih kembali”.**

b. Hukuman Tambahan
1) Pencabutan beberapa hak yang tertentu

Pencabutan beberapa hak yang tertentu adalah bentuk
pidana tambahan pertama yang ditentukan dalam Pasal 10
huruf b KUHP, yang dimana dimaksud dengan hak tertentu
bukan semua hak-hak yang dimiliki terpidana dicabut dan
apabila semua hak terpidana dicabut maka tidak mungkin
terpidana dapat hidup. Hak-hak tertentu yang dimaksud dapat
dicabut ini menurut ketentuan hukum pidana adalah hak-hak
selain hak-hak kehidupan, hak-hak sipil dam hak-hak
ketatanegaraan.

Bilamana hakim melakukan pencabutan hak-hak yang

tertentu yang berlaku sejak pada hari putusan hakim, sehingga

“° |.A. Budivaja dan Y. Bandrio, “Eksistensi Pidana Denda di dalam Penerapannya”,
Jurnal Hukum, Vol. XIX, Nomor 19 September 2010, him. 78
Ibid,
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dalam putusan tersebut ditentukan lamanya pencabutan hak-
hak tersebut, yaitu :

a) Dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur
hidup, lamanya perbuatan seumur hidup;

b) Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau
pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua
tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari
pidana pokoknya;

c) Dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling
sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun.*?

2) Perampasan Beberapa Barang yang Tertentu
Pidana tambahan yang berupa perampasan terhadap
barang-barang tertentu ini dijabarkan dalam Pasal 39 Kitab
Undang-undang Hukum Pidana, sebagai berikut :

a) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari
kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk
melakukan kejahatan, dapat dirampas;

b) Dalam hal ini pemidanaan karena kejahatan yang tidak
dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran,
dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan
hal-hal yang ditentukan dalam Undang-undang;

c) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang-orang yang
bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi

hanya atas barang-barang yang telah disita.*?

3) Pengumuman Putusan Hakim

“2 pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
* Roni Wijayanto, 2012, Op.cit, him 144

34



Jenis pidana tambahan yang terakhir ini dicantumkan pidana
tambahan berupa pengumuman putusan hakim ditentukan
dalam Pasal 10 huruf b KUHP. Pidana tambahan berupa
pengumuman putusan hakim merupakan pidana yang sangat
berat bagi terpidana karena nama terpidana telah di cemarkan
di depan banyak orang. Pidana tambahan berupa pengumuman
putusan hakim yang mendasari hakim menjatuhkan pidana
tambahan tersebut dijabarkan dalam Pasal 43 Kitab Undang-
undang Hukum Pidana, yang berbunyi :

“‘Apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan
berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan-aturan umum

lainnya, maka ia harus menetapkan pula bagaimana cara
melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana.”

4. Pemidanaan dan Pidana Bagi Anak

Pidana dan Pemidanaan memiliki pembedaan terhadap jenis

pidana dan tindakan dalam perkara pidana yang dilakukan oleh anak

tidak diberlakukan sama dengan perkara pidana yang dilakukan oleh

orang dewasa, namun ditentukan berdasarkan Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Yang dimaksud dengan anak yang Berhadapan dengan Hukum

menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak dijabarkan dalam Pasal 1 ayat 2, yang

berbunyi:

‘Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang
berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak
pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”.
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Sedangkan yang dimaksud dengan Anak yang Berkonflik
dengan Hukum menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijabarkan dalam Pasal 1 ayat

3, yang berbunyi:

“‘Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut
dengan Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas)
tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang
diduga mmelakukan tindak pidana”.

Jenis pidana diantaranya pidana mati dan pidana seumur hidup
yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP tidak diberlakukan bagi anak,
akan tetapi jenis pidana yang dijatuhkannya sebagaimana ditentukan
Pasal 71 ayat 1 dan Pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berbunyi:

1. Pidana Pokok, yang berupa :
a. Pidana peringatan;
b. Pidana dengan syarat;
1) pembinaan di luar lembaga;
2) pelayanan masyarakat; atau
3) pengawasan;
c. Pelatihan kerja;
d. Pembinaan dalam lembaga; dan
e. Penjara.
2. Pidana Tambahan, yang berupa :
1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak
pidana; atau
2) Pemenuhan kewajiban adat.

1. Pidana Pokok
Pidana pokok bagi anak terdiri atas sebagai berikut :

a. Pidana peringatan
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Menurut Pasal 72 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana peringatan
adalah pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan
kebebasan anak. Dengan ketentuan tersebut tidak diatur dan
dijelaskan mengapa peringatan dimasukkan kualifikasi sebagai
pidana dan bukan sebagai tindakan**yang dimana anak hanya
diberikan hukuman berupa peringatan saja sehingga prosesnya
tidak sampai ke meja pengadilan.*

b. Pidana dengan syarat

Menurut Pasal 73 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak, bahwa pidana dengan syarat adalah
pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada anak yang
dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun yang tidak perlu
dilaksanakan asal selama menjalani masa pidana, memenuhi
syarat umum berupa tidak akan melakukan tindak pidana dan
syarat khusus berupa tidak melakukan hak tertentu yang
ditetapkan dalam putusan hakim. Dalam pidana dengan syarat
terdiri atas:

1) Pembinaan di luar lembaga

* Lilik Mulyadi, 2014, Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia, PT. Alumni,
Bandung, him 165

5 Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, 2015, Sistem Peradilan Pidana Anak,
Pustaka Yustisia, Yogyakarta, him. 5
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2)

3)

Dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,
menyebutkan Pembinaan di luar lembaga dapat
berupa:

a. Mengikuti  program  pembimbingan  dan
penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat
pembina;

b. Mengikuti terapi dirumah sakit jiwa; atau

c. Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan
alkohol, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif
lainnya.

Pelayanan masyarakat

Dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,
menyebutkan  pidana  pelayanan = masyarakat
merupakan pidana yang dimaksud untuk mendidik
Anak dengan meningkatkan pada kegiatan
kemasyarakatan yang positif.

Pengawasan

Dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,
menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “pidana

pengawasan” adalah pidana yang khusus dikenakan
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untuk anak, yang dimana pengawasan Yyang
dilakukan oleh penuntut umum terhadap perilaku
anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak
maupun pemberian bimbingan yang dilakukan oleh
pembimbing kemasyarakatan. Pidana pengawasan
yang dapat dijatuhkan kepada anak menurut Pasal 71
ayat (1) huruf b angka 3 paling singkat 3 (tiga) bulan
dan paling lama 2 (dua) tahun.
c. Pelatihan kerja
Penjelasan dalam Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
menyebutkan bahwa Pidana pelatihan kerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c dilaksanakan di
lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai
dengan usia Anak. Pidana pelatihan kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan
dan paling lama 1 (satu) tahun.
d. Pembinaan dalam lembaga
Dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan
bahwa Pidana pembinaan dalam lembaga dilakukan di tempat
pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan,

baik oleh pemerintah maupun swasta. Menurut Pasal 80 ayat
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(2) menyebutkan bahwa Pidana pembinaan di dalam lembaga
dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan anak tidak
membahayakan masyarakat.

Pembinaan dalam lembaga dilakukan paling singkat 3 bulan
dan paling lama 24 bulan. Dalam Pasal 80 ayat (4)
menyebutkan bahwa anak yang telah menjalani ¥z dari lamanya
pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 bulan
berkelakuan  baik berhak mendapatkan pembebasan
bersyarat.*°

e. Penjara

Pidana penjara adalah pidana pokok kelima dari ketentuan
Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pidana penjara
merupakan pidana alternatif terakhir dari Undang-Undang
Sistem Peradilan Pidana Anak yang lebih mengedepankan sifat
ultimum remedium dari pada primum remedium.*’

Pidana penjara pada Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
disebut pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal
anak melakukan tindak pidana berat atau pidana yang disertai

dengan kekerasan.*®

“® Ibid, him. 90

“"Ibid, him. 176

®R. Wiyono, 2019, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta
Timur, him. 143
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Dalam Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana
pembatasan kebebasan yang dijatuhkaan terhadap anak paling
lama %2 (satu per dua) dari maksimum pidana penjara yang
diancamkan terhadap orang dewasa. Dalam hal tersebut, yang
dimaksud dengan “maksimum ancaman bagi orang dewasa”
adalah maksimum ancaman pidana penjara terhadap tindak
pidana yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam KUHP
atau undang-undang lain. Adapun di dalam Pasal 79 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak menyebutkan minimum khusus pidana
penjara tidak berlaku terhadap anak.
2. Pidana Tambahan
Pidana tambahan terdiri atas perampasan keuntungan yang
diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat.
Menurut Pasal 71 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “kewajiban adat”
adalah denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan
norma adat setempat yang tetap menghormati harkat dan
martabat anak serta tidak membahayakan kesehatan fisik dan

mental anak.*®

“9lbid, him. 144
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Melihat dari perspektif hukum pidana, subtansi pidana
tambahan itu sendiri adalah pidana yang bersifat aksesori, dalam
artian melekat pada pidana pokok dan tidak dapat dijatuhkan
secara parsial yang dimana dalam artian terlepas dan tersendiri

dari pidana pokok.°
D. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Perkara Pidana

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang
oleh undang-undang untuk mengadili.>® Selain di Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pengertian hakim juga
terdapat dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan pengertian hakim

yaitu:

“‘Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung, dan hakim yang
berada di badan peradilan yang berada di bawahnya dalam
lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,
lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha
Negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada di
lingkungan peradilan tersebut.”

Dalam penjatuhan pidana yang dimana hakim harus memiliki
pertimbangan/argumentasi atas putusan suatu perkara yang
mencakup irah-irah dan kepala putusan, pertimbangan, dan amar. Hal
demikian dasar putusan adalah pertimbangan yang merupakan alasan

kuat sebagai dasar putusan, sehingga putusan tersebut menjadikan

%0 Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, 2015, Op.cit, him. 179
*! pasal 1 butir 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
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sang hakim menjadi objektif dan berwibawa.>* Dalam Pasal 50 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman yaitu:

“‘Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar
putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-
undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis
yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

Adapun pertimbangan hakim terbagi menjadi dua, yaitu
pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan hakim

yang bersifat non yuridis, yaitu :

- Pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis, pertimbangan
hakim ini yang didasari pada fakta-fakta yuridis yang
diungkapkan dalam persidangan dan ditentukan oleh
undang-undang yang telah ditetapkan sebagai hal yang
harus dimuat dalam putusan. Hal yang dimaksud
tersebut antara lain : dakwaan jaksa penuntut umum,
keterangan saksi, barang-barang bukti, keterangan
terdakwa, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana
dan lain sebagainya.

- Pertimbangan Hakim yang Dbersifat non-yuridis,
pertimbangan hakim ini lebih menekankan pada nilai
sosiologis yang menekankan pada kepentingan

masyarakat. Hal tersebut tidak didasarkan pada fakta-

°2 gudikno Mertokusumo, 2005, Mengenal Hukum : Suatu Pengantar, Liberty,

Yogyakarta, him. 22
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fakata yuridis yang terungkap di dalam persidangan,
tetapi dapat dilihat dari latar belakang perbuatan
terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, dan faktor-faktor

lain yang mempengaruhi perilaku terdakwa.*

Seperti yang dijelaskan bahwa pada umumnya perkara pidana
yang menyeret Pidana Pelatihan Kerja sebagai Pengganti denda
berkaitan dengan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana,
perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, serta faktor lain yang
mempengaruhi perilaku terdakwa. Hal ini yang menjadi dasar dakwaan
Jaksa  Penuntut  Umum dalam putusan No0.67/Pid.Sus-
Anak/2019/PN.Mks mengenakan Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat
(1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang
dimana pidana badan 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan di
Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau biasa disebut dengan LPKA
dan pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan di Lembaga
Penyelanggaraan Kesejahteraan Sosial atau biasa disebut dengan
LPKS. Adapun pandangan hakim dalam menentukan putusan
No0.67/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mks perkara pidana pelatihan kerja yang
dimana Pasal dakwaan yang terbukti Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132
ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan
pidana badan 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan di Lembaga

Pembinaan Khusus Anak atau biasa disebut dengan LPKA dan

*® Rusli Muhammad, 2006, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, PT. Raja Grafindo,
Jakarta, him. 145
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pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Penyelenggaraan

kesejahteraan Sosial atau biasa disebut dengan LPKS.

. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menerapkan Pidana

Pelatihan Kerja Sebagai Pengganti Pidana Denda

Sebelum menganalisis terkait Penerapan Hukum Pidana Materil
terhadap Tindak Pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan
hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika
Golongan | bukan tanaman dalam Putusan Nomor 67/Pid.Sus-
Anak/2019/PN.Mks, terlebih dahulu dijelaskan terkait Identitas
Terdakwa, Posisi Kasus, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tuntutan

Jaksa Penuntut Umum, serta Amar Putusan.

. ldentitas Terdakwa

1. Nama Lengkap : Muh. Alif Syabhril

2. Tempat lahir : Makassar

3. Tanggal lahir : 8 Agustus 2001

4. Jenis kelamin : Laki-laki

5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat Tinggal : JI. Urip Sumiharjo Lr. IV No. 20 Kel. Karuwisi

Utara Kec. Panakukang Kota Makassar
7. Agama . Islam

8. Pekerjaan : Tukang Parkir
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2. Posisi Kasus

Bahwa sekitar semingguan yang lalu anak Alif memakai shabu-shabu
yang anak Alif coba atas ajakan dari saksi SKY yang diberikan secara
gratis sebanyak 3 (tiga) kali isap dan selanjutnya pada hari Sabtu
tanggal 11 Mei 2019 sekitar pukul 07:00 Wita bertempat diujung keluar
dari rumah anak, saksi SKY datang dan mengajak anak untuk
memakai shabu-shabu dan langsung menyerahkan pembungkus rokok
sampoerna kecil yang isinya ada 21 (dua puluh satu) sachet shabu-
shabu. Anak pun mengambil paket tersebut dengan menggunakan
tangan kirinya. Saksi SKY menyuruh anak duduk didepan meja
dipinggir jalan (tempat duduk bersantai) dan menyuruh anak untuk
menjualkan jika nanti ada orang yang datang membeli yakni dengan
harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) persachet, dan
anak akan diberikan untung sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu
rupiah) perbungkus jika laku semua. Sekitar pukul 12.00 Wita anak
mengambil pembungkus rokok sampoerna kecil isi 20 (dua puluh)
sachet karena satu sachet sudah laku dijual oleh anak;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekitar pukul 15.00 Wita
anak duduk santai ditempat duduk di JI. Urip Sumiharjo Kel. Karuwisi
Kec. Panakukang Kota Makassar anak tertangkap tangan oleh
anggota kepolisian yaitu saksi Bripka Ashadi dan Briptu Paramudya
dimana saat itu anak Alif sedang menyembunyikan shabu-shabu
dengan cara diselipkan dibagian bawah depan tempat duduk anak Alif
sebanyak 20 (dua puluh) sachet plastic berisikan Kristal bening
dengan berat awal : 1,1427 gram dan berat akhir : 0,8347 yang
positifnya mengandung methamfetamina terdaftar dalam Golongan |
Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum menggunakan jenis dakwaan Alternatif
berupa Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang
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Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan
dakwaan sebagai berikut:
a. Kesatu

Bahwa anak Alif, hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekitar jam 15:00
wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2019
atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat
dipinggir jalan di Jl. Urip Sumiharjo Kel. Karuwisi Kec. Panakukang
Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang
termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar,
melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk
melakukan tindak pidana Narkotika dan precurso Narkotika
yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk
dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam
jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan |
yang lazim disebut dengan shabu-shabu dengan berat awal :
1,1427 gram dan berat akhir : 0,8347 termasuk dalam nomor
urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan
Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar semingguan yang lalu anak Alif memakai shabu-
shabu yang anak Alif coba atas ajakan dari saksi SKY yang
diberikan secara gratis sebanyak 3 (tiga) kali isap dan
selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekitar pukul
07:00 wita bertempat diujung keluar dari rumah anak, saksi SKY
datang dan mengajak anak untuk memakai shabu-shabu dan
langsung menyerahkan pembungkus rokok sampoerna kecil
yang isinya ada 21 (dua puluh satu) sachet shabu-shabu. Anak
pun mengambil paket tersebut dengan menggunakan tangan
kirinya. Saksi SKY menyuruh anak duduk didepan meja
dipinggir jalan (tempat duduk bersantai) dan menyuruh anak
untuk menjualkan jika nanti ada orang yang datang membeli
yakni dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu
rupiah) persachet, dan anak akan diberikan untung sebanyak
Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perbungkus jika laku semua.
Sekitar pukul 12.00 wita anak mengambil pembungkus rokok
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sampoerna kecil isi 20 (dua puluh) sachet karena satu sachet
sudah laku dijual oleh anak

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekitar pukul 15.00
wita anak duduk santai ditempat duduk di JI. Urip Sumiharjo Kel.
Karuwisi Kec. Panakukang Kota Makassar anak tertangkap
tangan oleh anggota kepolisian yaitu saksi Bripka Ashadi dan
Briptu Paramudya dimana saat itu anak Alif sedang
menyembunyikan shabu-shabu dengan cara diselipkan dibagian
bawah depan tempat duduk anak Alif.

- Bahwa 20 (dua puluh) sachet plastic berisikan Kristal bening
dengan berat awal : 1,1427 gram dan berat akhir : 0,8347 yang
positfnya mengandung methamfetamina terdaftar dalam
Golongan | Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan
Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2036/NNF/V/2019 tanggal 24
Mei 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium
Forensik Polri Laboratorium Cabang Makassar yang dibuat dan
ditandatangani oleh Drs. Samir SSt,Mk,M.A.P yang merupakan
milik dari Muh Alif tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang
berwenang.

----- Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang

Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ------------

Atau:

. Kedua

Bahwa anak Alif hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekitar jam 15:00
wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2019
atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat
dipinggir jalan di JI. Urip Sumiharjo Kel. Karuwisi Kec. Panakukang
Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang
termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar,
melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk
melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika
yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,
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menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan | yang
lazim disebut dengan shabu-shabu dengan berat awal : 1,1427
gram dan berat akhir : 0,8347 termasuk dalam nomor urut 61
Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan
Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang
dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar semingguan yang lalu anak Alif memakai shabu-
shabu yang anak Alif coba atas ajakan dari saksi SKY yang
diberikan secara gratis sebanyak 3 (tiga) kali isap dan
selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekitar pukul
07:00 wita bertempat diujung keluar dari rumah anak, saksi SKY
datang dan mengajak anak untuk memakai shabu-shabu dan
langsung menyerahkan pembungkus rokok sampoerna kecil
yang isinya 21 (dua puluh satu) sachet shabu-shabu. Anak pun
mengambil paket tersebut dengan menggunakan tangan kirinya.
Saksi SKY menyuruh anak duduk didepan meja dipinggir jalan
(tempat duduk bersantai) dan menyuruh anak untuk menjualkan
jika nanti ada orang yang datang membeli yakni dengan harga
Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) persachet, dan
anak akan diberikan untung sebanyak Rp.10.000,- (sepuluh ribu
rupiah) perbungkus jika laku semua. Sekitar pukul 12.00 wita
anak mengambil pembungkus rokok sampoerna kecil isi 20 (dua
puluh) sachet karena satu sachet sudah laku dijual oleh anak.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekitar pukul 15.00
wita anak duduk santai ditempat duduk di JI. Urip Sumiharjo Kel.
Karuwisi Kec. Panakukang Kota Makassar anak tertangkap
tangan oleh anggota kepolisian yaitu saksi Bripka Ashadi dan
Briptu Paramudya dimana saat itu anak Alif sedang
menyembunyikan shabu-shabu dengan cara diselipkan dibagian
bawah depan tempat duduk anak Alif.

- Bahwa 20 (dua puluh) sachet plastic berisikan Kristal bening
dengan berat awal : 1,1427 gram dan berat akhir : 0,8347 yang
positifnya mengandung methamfetamina terdaftar dalam
Golongan | Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan
Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2036/NNF/V/2019 tanggal 24
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Mei 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium
Forensik Polri Laboratorium Cabang Makassar yang dibuat dan
ditandatangani oleh Drs. Samir SSt,Mk,M.A.P yang merupakan
milik dari Muh Alif tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang
berwenang.

----- Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang

Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ------------

4. Tuntuntan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Makassar

ialah:

- Menyatakan anak Muh. Alif Syahril bersalah melakukan tindak
pidana Narkotika dan precursor Narkotika yang tanpa hak atau
melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau
menyediakan Narkotika Golongan |, sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum

- Menjatuhkan pidana terhadap anak Muh. Alif Syahril berupa
pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan di
LPKA dikurangi selama anak berada dalam tahanan dengan
perintah agar anak tetap ditahan dan mengikuti pelatihan kerja
selama 4 (empat) bulan di LPKS

- Menyatakan barang bukti berupa:

o 20 (dua puluh) sachet plastik berisi shabu-shabu dengan
berat awal : 1,1427 gram dan berat akhir : 0,8347
(Dirampas untuk dimusnahkan)

- Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar

Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

5. Amar Putusan
Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 67/Pid.Sus-
Anak/2019/PN.Mks tanggal 21 Oktober 2019 amar putusannya ialah

sebagai berikut:
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- Menyatakan Anak, Muh. Alif Syahril telah terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki,
menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan
| bukan tanaman, sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut
Umum

- Menjatuhkan pidana terhadap Anak Muh. Alif Syahril berupa
pidana pembinaan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak
(LPKA) Maros selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan
dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Rehabilitasi
Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK)
Toddupuli Makassar

- Menentapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah
dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan

- Memerintahkan Anak tetap berada dalam tahanan sementara

- Memerintahkan barang bukti berupa:

o 20 (dua puluh) sachet plastik berisi shabu-shabu dengan
berat awal : 1,1427 gram dan berat akhir : 0,8347
(Dirampas untuk dimusnahkan)

- Membebankan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp.5.000,-

(lima ribu rupiah).

6. Analisis

Berdasarkan posisi kasus yang telah dibahas sebelumnya
Terdakwa Anak Alif terbukti melakukan tindak pidana permufakatan
jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,
menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan | bukan tanaman.
Dalam perkara ini, anak telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum
dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan
memperhatikan  fakta-fakta ~ hukum  tersebut diatas akan
mempertimbangan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur
dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
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Hal ini sesuai dengan Putusan Nomor 67/Pid.Sus-
Anak/2019/PN.Mks dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-

unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;

Dalam perkara ini yang dimaksud setiap orang adalah
terdakwa Alif. Alif merupakan anak yang berkonflik
dengan hukum yang dimana sebagai subyek hukum
dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ini telah
terpenuhi.

2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki,
menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika
Golongan | bukan tanaman;

Yang dimaksud dengan tanpa hak adalah setiap
perbuatan yang bukan merupakan tugas dan
kewenangannya, sedangkan melawan hukum adalah
setiap perbuatan yang dilakukan dengan cara melawan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Sehingga dalam perkara ini adalah perbuatan yang
dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam
memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Narkotika Golongan | bukan tanaman;

52



Unsur terpenuhi hal ini dijelaskan dalam kronologi kasus
bahwa terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2009
sekitar jam 15.00 Wita, Anak ditangkap oleh Tim dari
Satnarkoba Polrestabes Makassar karena memiliki dan
menguasai 20 (dua puluh) sachet plastic berisi shabu-
shabu dengan berat 1,1427 gram.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik
dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium
Cabang Makassar, 20 (dua puluh) sachet plastic
berisikan shabu-shabu dengan berat 1,1427 gram positif
mengandung methamfetamina terdaftar dalam Golongan
| Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika menyatakan: “Narkotika hanya dapat
digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan
dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi”, sedangkan selama pemeriksaan di
persidangan, tidak ditemukan fakta bahwa Anak adalah
orang yang mempunyai kepentingan terhadap Narkotika
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 di atas, sehingga
penguasaan Narkotika oleh Anak merupakan perbuatan

tanpa hak dan oleh karena ketentuan tersebut diatur
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dalam peraturan perundang-undangan, maka perbuatan
Terdakwa tersebut juga merupakan perbuatan melawan
hukum;

Berdasarkan pertimbangan di atas, terbukti bahwa Anak
telah menguasai Narkotika sedangkan Anak tidak
mempunyai hak dan kewenangan terhadap Narkotika
tersebut, sehingga dengan demikian unsur ini telah
terpenuhi.

. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk
melakukan tindak pidana Narkotika;

Yang dimaksud dengan permufakatan jahat secara
umum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua
orang atau lebih yang bersepakat dalam melakukan dan
mewujudkan suatu perbuatan yang melanggar hukum
secara bersama-sama atau dapat disamakan dengan
deelneming/penyertaan;

mendapatkan shabu-shabu dari SKY sebanyak 21 (dua
puluh satu) sachet untuk dijual oleh Anak dengan harga
Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per sachet
dan Anak akan mendapatkan upah dari SKY sebesar
Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per sachet yang terjual,

kemudian pada waktu Anak ditangkap Tim Satnarkoba
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didapati shabu-shabu sebanyak 20 (dua puluh) sachet
sedangkan yang 1 (satu) sachet sudah dijual oleh Anak;
Berdasarkan fakta hukum di atas, perbuatan Anak
bersama dengan SKY dalam melakukan tindak pidana
terhadap Narkotika adalah merupakan permufakatan
jahat, sehingga dengan demikian unsur ini telah
terpenuhi.

Lebih lanjut, Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang
dilakukan oleh anak adalah merupakan tindak pidana khusus tentang
Narkotika yang merupakan program pemerintah terhadap
penghapusan peredaran gelap Narkotika, sehingga apabila terhadap
anak dilakukan pembinan LPKS dikhawatirkan anak dapat mengulangi
perbuatannya karena pengaruh dari lingkungan dan pergaulan anak,
sehingga perlu dilakukan pembinaan khusus yang dapat menutup
pengarus negatif dan lebih berkonsentrasi terhadap pembinaan yang
dilaksanakan terhadap anak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak, pada Pasal 71 ayat (1) dijelaskan
bahwa pidana pokok bagi anak yang berkonflik dengan hukum terdiri
atas:

a. Pidana peringatan;

b. Pidana dengan syarat;
(1) pembinaan di luar lembaga;
(2) pelayanan masyarakat; atau

(3) pengawasan.
c. Pelatihan kerja;
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d. Pembinaan dalam lembaga; dan
e. Penjara.

Hal ini dilanjutkan pada Pasal 78 Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu:

(1) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal
71 ayat (1) huruf c dilaksanakan di lembaga yang
melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia
Anak.

(2) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1
(satu) tahun.

Berdasarkan analisis penulis, secara universal dalam Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 112 ayat (1)
setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki,
menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan |
bukan tanaman, dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan
paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.
800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), akan tetapi dalam
Putusan Nomor 67/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mks terdakwa merupakan
kategori Anak yang berkonflk dengan hukum. Sehingga dalam
pertanggungjawaban pidananya berdasarkan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa anak
yang berkonflik dengan hukum apabila dalam hukum materil diancam
pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti

dengan pelatihan kerja. Terdakwa Alif sebagai subjek hukum perkara

56



ini, dijatuhkan pidana berupa pidana pembinaan di dalam Lembaga
Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Maros selama 1 (satu) tahun dan 10
(sepuluh) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai
Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus
(BRSAMPK) Toddopuli Makassar. Lebih lanjut adapun perbandingan
Putusan No. 67/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mks dan putusan perkara
lainnya di Pengadilan Negeri Makassar mengenai pelatihan kerja
sebagai pengganti denda yaitu pada Putusan No. 13/Pid.Sus-
Anak/2019/PN.Mks yang dimana dalam Putusan Hakimnya vyaitu :
‘Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu berupa pidana
penjara di LPKA selama 9 (sembilan) bulan dan pelatihan kerja
selama 1 bulan di LPKS”.

Kemudian apabila dibandingkan dari Putusan No. 67/Pid.Sus-
Anak/2019/PN.Mks dan Putusan No. 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mks
anak pada Pengadilan Negeri Makassar, Putusan No. 13/Pid.Sus-
Anak/2019/PN.Mks belum mengacu pada Pasal 78 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Dalam Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana
Anak dinyatakan bahwa pidana pelatihan kerja dikenakan paling
singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun. Selain Undang-
Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,
pelatihan kerja juga diatur dalam Pasal 90 ayat (1) dan (2), Pasal 91

ayat (1) dan (2), Pasal 92 dan Pasal 149 ayat (3) huruf ¢ Peraturan
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Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan
Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga,

Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
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